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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap makna kredibilitas fasilitator (dalam hal ini sebagai komunikator) menurut perspektif partisipan dan pelaku program pada implementasi PNPM MPd di lokasi penelitian. 
Paradigma yang dipilih dalam penelitian ini adalah paradigma kontruktivis. Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Waktu penelitian dilaksanakan sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Juli 2009. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa   kredibilitas fasilitator perspektif masyarakat penerima program (partisipan) dimaknai sebagai sosok yang memiliki kompetensi, berkarakter, karismatik; dan adaftif. Sementara itu dari perspektif pelaku PNPM MPd dapat disimpulkan bahwa kredibilitas fasilitator  menurun jika dibandingkan dengan program sebelumnya (PPK). Hal ini disebabkan oleh (1) semakin longgarnya syarat rekruitment calon fasilitator PNPM MPd jika dibandingkan dengan PPK. dan (2) PPK memberikan pelatihan pra tugas yang relatif cukup bagi calon fasilitator sebelum diturunkan ke lapangan dibandingkan pada PNPM MPd sehingga praktis pelatihan hanya mampu memberikan materi teknis. Kredibilitas yang cenderung menurun ini dikhawatirkan akan berdampak pada tidak efektifnya peran fasilitator dalam menjalankan dan mengawal program bervisi pemberdayaan. 
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I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Pemberdayaan (empowerment) dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pembangunan yang didasari oleh kebijakan yang terpusat sejak tahun 1970-an sampai 1990-an. Kealpaan pemerintah untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada rakyat sebagai end user kebijakan publik pada masa itu telah menyebabkan matinya inovasi dan kreasi rakyat untuk memahami kebutuhannya sendiri. Proses pembangunan terpusat yang tidak partisipatif dan cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level grass root itu telah menyadarkan para pemikir kebijakan publik untuk akhirnya berani mengadopsi konsep pemberdayaan yang dipercayai mampu menjembatani partisipasi rakyat dengan stakeholder lain dalam proses pembangunan. 
Program pengentasan kemiskinan berbasis empowerment yang diusung oleh pemerintah saat ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Program ini bertujuan mewujudkan masyarakat desa yang berdaya, mandiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan model  pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan masyarakat di perdesaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan capaian manfaat program kepada kelompok sasaran  yang ditandai dengan  adanya peningkatan IPM Milenium Development Goals (MDGs). 
Keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai sebuah kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa kredibel seorang fasilitator memainkan peran sebagai pendamping dan membangun komunikasi secara partisipatif  dengan dan bersama partisipan. Dengan demikian kajian mengenai kredibilitas fasilitator menjadi penting karena faktor kredibilitas diyakini terkait dengan sukses tidaknya seorang fasilitator menjalankan peran pendampingan bervisi pemberdayaan. 
Kredibilitas diartikan sebagai suatu tingkat sampai sejauhmana sumber pesan dapat dipercaya oleh penerima (Hamidi 2007). Kredibilitas ini penting karena pada kenyataannya partisipan terlebih dahulu akan memperhatikan siapa fasilitator yang membawa pesan sebelum ia mau menerima pesan yang dibawanya. Apabila kredibilitas fasilitator tidak meyakinkan, maka bagaimanapun baiknya pesan yang disampaikan, partisipan tidak akan menerimanya. Dalam konteks implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, kredibilitas seorang fasilitator akan menentukan keberhasilan implementasi program di lapangan termasuk didalamnya adalah bagaimana seorang fasilitator mampu membangun komunikasi partisipatif sebagai instrumen penting pemberdayaan masyarakat. 
Proses komunikasi partisipatif dalam program pemberdayaan masyarakat sesungguhnya dapat teramati dalam setiap event komunikasi. Dalam proses ini peran seorang fasilitator sangat menentukan apakah komunikasi berjalan secara partisipatif atau sebaliknya.  Hal ini dapat dijelaskan karena fasilitator merupakan ujung tombak dalam aktivitas program pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Ia adalah sosok yang selalu bersentuhan langsung dengan partisipan di lapangan.
Sebagai sebuah model pembangunan masyarakat pedesaan berdimensi pemberdayaan perspektif pemerintah yang relatif baru, penelitian tentang PNPM MPd dengan kajian pemaknaan kredibilitas fasilitator (dalam hal ini sebagai komunikator) menjadi menarik dan penting untuk dikaji dengan disiplin ilmu komunikasi pembangunan. Kajian dengan paradigma konstruktivis yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam hasil-hasil penelitian sebelumnya dan memperkaya khasanah ilmu  pengetahuan.
1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kredibilitas fasilitator (dalam hal ini sebagai komunikator) dimaknai oleh partisipan dan pelaku program pada implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi kajian.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengungkap makna kredibilitas fasilitator (dalam hal ini sebagai komunikator) menurut perspektif partisipan dan pelaku program pada implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi kajian.
II. METODE PENELITIAN
Paradigma yang dipilih dalam penelitian ini adalah paradigma kontruktivis, yaitu paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action (tindakan sosial yang penuh arti) melalui pengamatan langsung terhadap perilaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka (Hidayat, 1999).

Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Kecamatan Pemayung dinyatakan berhasil melaksanakan program dan menjadi rujukan bagi aktivitas PNPM MPd bagi daerah-daerah lain di Provinsi Jambi. Sementara Desa Teluk sendiri tercatat sebagai desa yang paling sering memenangkan kompetisi dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan sehingga hampir setiap tahun desa ini menjadi lokasi kegiatan  PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pemayung. Waktu penelitian dilaksanakan sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Juli 2009. 

Sumber data primer diperoleh dari informan. Prosedur pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball yaitu penentuan sampling dimulai dari informan kunci (key people) dan berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan.  Pada saat yang sama peneliti juga mengikuti setiap event komunikasi dalam aktifitas PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi penelitian. Proses penggalian data juga dengan mempertimbangkan triangulasi. Untuk mendapatkan data primer tersebut peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu : (1) Pengamatan berperan serta, yaitu interaksi sosial yang terjadi antara peneliti dengan informan untuk memahami keseharian subjek penelitian serta makna dari tindakan mereka. Selama dua bulan, tinggal bersama penduduk desa,  peneliti mengamati dan menggali data tentang aktivitas PNPM MPd terutama bagaimana partisipan memaknai kredibilitas seorang fasilitator dalam menjalankan kerja-kerjanya di lapangan.; dan (2) Wawancara mendalam. Wawancara mendalam selain ditujukan kepada partisipan juga dilakukan pada Konsultan Manajemen (KM) PNPM MPd Provinsi Jambi, aparat kecamatan, aparat desa, BPD, LPM, KPMD, FK, F-Kab  dan pelaku PNPM MPd lainnya baik di desa, kecamatan maupun kabupaten. Hasil wawancara mendalam diluar partisipan dilakukan untuk mendapatkan informasi pembanding tentang makna kredibilitas menurut perspektif pelaku program PNPM MPd. Peneliti menggunakan alat bantu MP4 (alat rekam audio) dan kamera digital untuk merekam apa yang disampaikan para informan untuk kemudian memasukkan data yang diperoleh ke dalam catatan lapangan.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen dari Konsultan Manajemen  PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jambi, Bappeda Kabupaten Batang Hari, Kantor BPMPD Kabupaten Batang Hari, BPS Kabupaten Batang Hari, Fasilitator Kabupaten Batanghari, Kantor Kecamatan Pemayung dan Kantor Kepala Desa Teluk. 

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). 
III. PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai kredibilitas fasilitator menjadi penting karena faktor kredibilitas diyakini terkait dengan sukses tidaknya seorang fasilitator menjalankan peran pendampingan bervisi pemberdayaan. Kredibilitas diartikan sebagai suatu tingkat sampai sejauhmana sumber pesan dapat dipercaya oleh penerima (Hamidi 2007). Kredibilitas ini penting karena pada kenyataannya partisipan terlebih dahulu akan memperhatikan siapa fasilitator yang membawa pesan sebelum ia mau menerima pesan yang dibawanya. Apabila kredibilitas fasilitator tidak meyakinkan, maka bagaimanapun baiknya pesan yang disampaikan, partisipan tidak akan menerimanya. Dalam konteks implementasi PNPM MPd, kredibilitas seorang fasilitator akan menentukan keberhasilan implementasi program di lapangan termasuk didalamnya adalah bagaimana seorang fasilitator mampu membangun komunikasi partisipatif sebagai instrumen penting pemberdayaan masyarakat. Ungkapan tentang makna kredibilitas fasilitator ini peneliti dapatkan dari penelusuran dan diskusi bersama partisipan penerima program dan pelaku pada kegiatan PNPM MPd di lokasi penelitian.
3.1. Kredibilitas Fasilitator: Perspektif Partisipan 

1. Kompetensi 

Hasil wawancara dengan partisipan terungkap bahwa profesi fasilitator PNPM MPd oleh mereka dipahami sebagai orang yang harus bisa berperan sebagaimana guru, yakni bisa mengajar, membimbing dan memberi pelatihan kepada masyarakat yang umumnya memang masih rendah SDMnya. Umumnya informan yang ditemui oleh peneliti berharap dan menginginkan pendamping lapangan yang memiliki keahlian, jenius dan mempunyai pengalaman yang memadai tentang bidang yang dikerjakannya. Berikut ini adalah salah satu ungkapan harapan dari salah seorang informan :

“Kita menginginkan fasilitator yang ditempatkan di sini, memang betul-betul pintar dan paham sehingga masyarakat kita bisa belajar banyak dari mereka. Khusus untuk FT misalnya, kalau dia tidak paham dengan ilmu teknik kita khawatir bangunan infrastruktur menjadi tidak berkualitas.  
Ada dua fasilitator yang bekerja sebagai pendamping PNPM MPd di Kecamatan Pemayung, yaitu fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknis. Fasilitator Pemberdayaan atau di lapangan di sebut Fasilitator Kecamatan (FK)  bertugas bagaimana menjaga agar proses pemberdayaan yang ada di desa dan di kecamatan dapat terus berlangsung. FK ini mempunyai latar belakang pendidikan dari bidang ilmu yang bebas. Sementara Fasilitator Teknik (FT) adalah orang yang memiliki kualifikasi teknis untuk membantu masyarakat melakukan hal‐hal teknis yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa. Mereka adalah seorang sarjana teknik sipil yang ditempatkan sebagai salah satu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, bersama dengan FK bekerja terutama untuk menjaga kualitas pembangunan prasarana yang diinginkan oleh desa serta manajemen konstruksi. FT juga berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, terutama terkait dengan peran khusus di bidang teknik, yaitu untuk menjamin bahwa masyarakat mempunyai pengalaman positif di bidang teknik dalam upaya pemberdayaan. Harus dibuktikan bahwa proses pemberdayaan mengakibatkan masyarakat mendapat prasarana yang bermutu baik sebagai hasil karya sendiri, dan masyarakat menjadi semakin mampu dalam proses pengelolaan pembangunan sendiri. Harapannya adalah desa yang sudah cukup mampu membangun prasarana sendiri bisa menjadi desa yang mandiri secara teknis dan tidak lagi bergantung pada pemerintah atau konsultan pada masa-masa mendatang. 
  Dari wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat secara umum diakui bahwa FK dan FT yang ditempatkan memiliki keahlian yang cukup memadai. Saat ini FK dan FT yang ditempatkan di Kecamatan Pemayung semuanya berlatar belakang disiplin Ilmu teknik sipil. Bagi warga Desa Teluk karena kegiatan PNPM MPd yang dilakukan selama ini dominan kegiatan fisik, maka keberadaan fasilitator tersebut sangat mendukung dengan pekerjaannya. 

Seorang fasilitator juga dituntut untuk tahu dan mampu bagaimana sesuatu itu  harus dikerjakan, artinya latar belakang pendidikan saja tidak cukup. Dia harus mampu menunjukkan kepada partisipan bahwa secara teknis ia mampu mengerjakan, mampu mengendalikan proses pelaksanaan pekerjaan dan tidak hanya sekedar ahli berteori saja. Seorang fasilitator juga diharapkan menguasai informasi-informasi lain yang dapat menunjang aktivitasnya melakukan pendampingan di lapangan sebagaimana disampaikan oleh salah seorang  partisipan berikut ini :

“Kita berharap fasilitator jangan hanya pintar berteori saja, demonstrasikan apa yang disampaikan, sehinggga masyarakat bisa langsung melihat dan belajar dengan nyata”. 

Menurut fasilitator di tingkat Kabupaten Batang Hari, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, FK dan FT akan mendapatkan  pelatihan pratugas sebagai calon FK dan FT, pembekalan, yang dilakukan di provinsi 1 (satu)  hari, di kabupaten 2 (dua) hari, dan di kecamatan tempat bertugas 2 (dua) hari, dengan agenda penjelasan beberapa tugas persiapan dan kebijaksanaan lokal. Setelah pembekalan kedua fasilitator akan bekerja di satu kecamatan selama satu tahun anggaran untuk membantu masyarakat di desa‐desa yang ada di kecamatan yang bersangkutan. 

FK dan FT juga  disupervisi oleh fasilitator yang ada di tingkat kabupaten, yaitu FasKab dan FT Kabupaten. Kedua orang ini akan menyelenggarakan pertemuan rapat koordinasi tingkat kabupaten sekali atau dua kali sebulan di ibukota kabupaten untuk seluruh fasilitator yang ada, teknis maupun pemberdayaan. Selani itu fasilitator juga akan menerima  In‐Service Training (IST) yang biasanya disampaikan oleh FKab satu bulan sekali. IST yang diterima di tingkat kabupaten topik dan lamanya ditentukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, kecuali ada hal-hal tertentu yang telah di atur secara khusus oleh tim PNPM Mandiri Perdesaan pusat atau dari provinsi. IST seharusnya menyangkut topik‐topik pelatihan yang dianggap perlu diketahui oleh fasilitator, termasuk topik teknis, topik manajemen, topik aturan atau prinsip program, topik pengembangan profesi, serta topik keterampilan‐keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang fasilitator. 

Seorang fasilitator yang bekerja sebagai pendamping PNPM MPd mesti memiliki kompetensi atau keahlian dan berpengalaman sesuai dengan bidangnya. Ini dapat dimaklumi karena “source credibility” dari komunikan ditunjukkan oleh bagaimana seorang fasilitator atau komunikator mampu membuktikan bahwa ia memang pakar dalam bidangnya. Kepercayaan partisipan terhadap fasilitator ditentukan oleh keahlian komunikator dalam bidang tugas pekerjaannya. Kepercayaan kepada fasilitator mencerminkan bahwa pesan yang disampaikan kepada partisipan dianggap olehnya sebagai suatu kebenaran dan sesuai dengan kenyataan empiris.

Komponen kompetensi berikutnya adalah percaya diri. Warga masyarakat akan terbangun kepercayaannya atas materi yang disampaikan oleh fasilitator jika fasilitator mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan kemampuan dirinya. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang informan berikut :

“Bagaimana mungkin kita akan percaya dengan omongannya kalau pembicaranya sendiri grogi di depan masyarakat”  

Beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri tersebut diantaranya adalah:  berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain (berani menjadi diri sendiri), punya pengendalian diri yang baik (emosinya stabil) dan tidak mudah menyerah pada keadaan serta tidak tergantung atau mengharapkan bantuan dari orang lain. 

Kepercayaan diri adalah sikap positif dari seorang fasilitator yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun  terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri, alias “sakti”. Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut dimana ia merasa memiliki kompetensi, yakin dan mampu meyakinkan orang lain, mampu dan percaya bahwa dia bisa  karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri. 

Dari uraian tentang pengertian kompetensi yang diungkap oleh partisipan di atas dapatlah didefinisikan bahwa pengertian kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan, dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
2. Berkarakter 

Karakter orang yang bisa dijadikan panutan dan pemimpin dalam masyarakat desa menurut perspektif anggota komunitas ditunjukkan oleh kepribadiannya yang dapat dipercaya (trust), jujur, sabar, objektif, disiplin dan rajin. Kepribadian yang berkarakter juga harus ditunjukkan oleh sikap pemimpin yang memiliki pribadi hangat dan bersahabat, memiliki daya tahan atau ulet serta tekun dalam menyelesaikan tugas. Dalam konteks fasilitasi ciri-ciri karakter di atas sangat relevan dalam melakukan aktivitas pendampingan. Berikut adalah beberapa pendapat partispan tentang unsur karakter ini :

“Bagi kami pemimpin yang ideal itu adalah dapat dipercaya, tidak suka bohong atau bikin-bikin janji tapi tidak pernah ditepati” 

“Masyarakat senang memiliki pemimpin yang selalu dekat, hangat dan akrab dengan warga, tidak membuat jarak  sehingga kita juga tidak segan kalau ada masalah menanyakannya ke beliau”
(Pendapat ini umumnya disampaikan oleh tokoh agama dan tokoh adat)
Kepercayaan, adalah kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya misalnya jujur atau tidak jujur, tulus atau lancung, dan sebagainya. Aristoteles menyebutnya “good moral character”, sedang Quintillianus menyebutnya “a good man speaks well”. 

Komunikasi itu esensinya adalah tindakan pentransferan pesan. Pesan yang berasal dari pihak fasilitator selaku komunikator ditransfer ke anggota komunitas atau masyarakat desa sebagai khalayak sasaran komunikasi. Tujuan umumnya adalah menegakkan pengertian yang sama atau mutual understanding. Namun, untuk menciptakan pengertian yang sama antara pihak penyampai pesan (fasilitator) dengan khalayak sasaran bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada banyak faktor penghambat yang barangkali akan merintangi terwujudnya pengertian bersama tersebut. Sulitnya mewujudkan pengertian yang sama ini karena dua pihak, yakni komunikator dan khalayak sasaran didasarkan pada dua perspektif kepentingan berbeda. Bagi fasilitator, tujuan komunikasi adalah memberikan informasi, mendidik, menyenangkan, dan menganjurkan suatu tindakan atau persuasi. sementara  bagi partisipan  adalah memahami informasi, mempelajari, menikmati dan menerima atau menolak anjuran dari fasilitator. Oleh sebab itu sikap saling percaya dan pribadi berkarakter yang dimiliki seorang fasilitator akan membantu kerja-kerja pendampingan di lapangan.
3. Karismatik

Dalam konteks fasilitasi pada program PNPM Mandiri Perdesaan, kharisma seorang fasilitator menjadi penting adanya. Dari penelusuran dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, mereka memaknai kharisma seorang fasilitator ditunjukkan oleh sifat aktif, tegas, semangat,  berwibawa, berpenampilan tenang, tidak emosi menghadapi keluhan-keluhan masyarakat dan bisa memberi teladan (memberi contoh terlebih dahulu). 

Dalam konteks karismatik ini, beberapa warga dan tokoh masyarakat memberikan catatan penting bagi fasilitator PNPM MPd yang pernah mendampingi mereka.

“Waktu saya menjadi Pendamping Lokal (PL), saya melihat sosok pak samsul bahri (FK tahun 2003) sangat aktif, keaktifan beliau tidak hanya dilakukan di forum PPK saja tetapi juga di kegiatan informal masyarakat, beliau sering keliling desa dan juga aktif terlibat dan hadir dalam kegiatan yasinan kelompok Ibu-ibu. Sehingga sosok beliau menjadi akrab dengan warga. Beliau adalah perintis dan orang yang mengenalkan PPK pertama kali  kepada masyarakat Kecamatan  Pemayung, karena itu mungkin beliau punya tantangan bagaimana program ini bisa diterima warga. Fasilitator sekarang dan akan datang mestinya bisa seperti itu. (Kt)

Kita melihat sosok pak samsul sebagai FK sangat bisa diterima oleh warga di sini, beliau itu cukup peka dan jeli terhadap kebutuhan warga, berpenampilan tenang, rajin, tidak emosi dalam menghadapi keluhan-keluhan masyarakat dan selalu menggunakan bahasa dusun (bahasa daerah, red). Saya belum menemukan sosok fasilitator pengganti beliau   yang memiliki sifat seperti itu 

Keteladanan adalah bergabungnya dua sifat mulia yaitu inisiatif dan integritas. Inisiatif berarti melakukan lebih dahulu sebelum orang lain melakukannya. Integritas berarti mentaati aturan dan berani berkata “tidak” terhadap bujukan untuk melanggar aturan. Seseorang yang memiliki inisiatif tapi tidak memiliki integritas tidak bisa disebut teladan. Mungkin lebih tepat disebut sebagai provokator. Sebaliknya orang yang memiliki integritas tapi tidak memiliki inisiatif juga tidak bisa disebut sebagai teladan, tapi hanya pengikut yang baik

Konsep kharismatik (charismatic) atau kharisma (charisma) menurut Weber (1947) lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Menurutnya, ada lima faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang kharismatik, yaitu : Adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa yang bersifat transendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan.

Burn (1978) menyatakan bahwa kepemimpinan kharismatik memberikan gerak kepada pemimpin untuk melakukan dan menerapkan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai dan memotivasi para pengikutnya”. Sedangkan Conger dan Kanungo (1998) menyatakan bahwa kepemimpinan kharismatik didasarkan atas perilaku dan penerimaan dari pengikutnya sebagai pemimpin yang kharismatik. Menurutnya ada lima dimensi prilaku yang harus dimiliki seorang pemimpin kharismatik, yaitu: peduli terhadap konsteks lingkungannya, memiliki strategi dan artikulasi visi, peduli terhadap kebutuhan pengikutnya, memiliki personal risk, serta memiliki perilaku yang tidak konvensional.

Karisma, menunjukkan suatu sifat luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan mengendalikan komunikan seperti magnet menarik benda-benda sekitarnya. Karisma terletak pada persepsi komunikan yang melihat sosok komunikator yang dinamis dan memilki sosiabilitas. Dinamis berkenaan dengan cara berkomunikasi yang bergairah, bersemangat, aktif, tegas, dan berani. Dinamis memperkokoh kesan keahlian dan kepercayaan. Sosiabilitas, adalah kesan komunikan tentang komunikator sebagai orang yang periang dan suka bergaul dengan orang di lingkungannya.

Untuk menjadi pribadi kharismatis diperlukan juga kemampuan berkomunikasi efektif. Kemampuan untuk berbicara yang mudah dimengerti dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemampuan memilih kata-kata yang menarik dan berkesan di hati para pendengar, misalnya dengan memakai bahasa daerah setempat.
4. Adaptif

Selain unsur-unsur kredibilitas yang telah disebutkan di atas peneliti juga menemukan banyak harapan-harapan yang berkembang dari masyarakat tentang sosok fasilitator atau pendamping yang ideal. Harapan tersebut peneliti rangkum menjadi satu kelompok yaitu adaptif. Beberapa indikator yang termasuk dalam kemampuan adaptif  ini adalah

· Humoris, misalnya sikap santai dan disertai guyonan ketika berbicara agar suasana lebih akrab dan bersahabat.

· Mampu beradaptasi atau berbaur menjadi satu dengan berbagai kelompok di tengah masyarakat desa. Pada situasi ini fasilitator juga diharapkan bisa menjadi perekat  terutama pada masyarakat desa dengan kultur yang beragam.

· Memiliki kemampuan mendekati dan meyakinkan orang yang berpengaruh di desa, misalnya tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda.

· Memakai pendekatan agama, jangan pernah bersikap atau berbuat yang menyalahi agama di tengah masyarakat.

· Memakai adat, belajar dengan orang desa, pahami bahasa adat, gunakan bahasa itu untuk menyampaikan program

· Menunjukkan sikap, ramah, murah senyum, empati dan bertegur sapa dengan siapapun tanpa memandang status sosial orang desa.

· Bersilaturahmi atau saling kunjung dengan tokoh-tokoh masyarakat, berusaha mencapai titik temu dan bersinergi dalam membangun desa.

Fasilitator sebagai komunikator atau orang yang memberikan pesan dan gagasan dalam suatu proses komunikasi serta perubahan sosial itu memang tak mudah. Hal itu disebabkan oleh salah satu faktor  kredibilitas, yaitu karakter yang melekat pada diri fasilitator di mata anggota komunitas. Kredibilitas menurut Aristoteles diacu dalam Hamidi (2007) bisa diperoleh jika seorang komunikator memiliki ethos, pathos dan logos. Ethos adalah kekuatan yang dimiliki komunikator dari karakter pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Phatos ialah kekuatan yang dimiliki seorang pembicara dalam mengendalikan emosi pendengarnya, sedangkan logos ialah kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya.

Penelitian tentang  kredibilitas berusaha mencari tahu bagaimana modifikasi pada karakteristik-karakteristik sumber (komunikator) mempengaruhi keinginan orang untuk mengubah sikapnya terhadap isu-isu tertentu (Hovland et.al 1953). Dalam konteks penelitian ini. kredibilitas berusaha untuk menggali harapan partisipan sesuai budaya dan nilai lokal dimana kegiatan PNPM MPd dilaksanakan. Harapannya adalah pelaku PNPM MPd dapat menyesuaikan sehingga peran fasilitator dapat menjadi optimal.  

Lalu bagaimana penilaian partisipan tentang kredibilitas fasilitator di lapangan? Sebagaimana diungkapkan pada pembahasan sebelumnya partisipan jarang bertemu dengan fasilitator, karena fasilitator hadir hanya ketika proyek berjalan sehingga sulit bagi partisipan memberikan tanggapan atau penilaian. Hanya pada aspek kompetensi yang terungkapkan oleh partisipan. Secara umum mereka memberikan apresiasi yang positif kepada fasilitator. Kedua fasilitator adalah Sarjana Teknik Sipil yang memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan teknis. Hasil kerja fisik seperti pembangunan infrastruktur sebagaimana terlihat di lokasi program sangat memuaskan warga dan terjamin kualitasnya. Sementara pada aspek karakter, karismatik dan kemampuan adaptasi belum terungkap secara gamblang karena penilaian pada aspek ini membutuhkan waktu yang cukup bagi partisipan, sementara fasilitator sendiri jarang menetap bersama partisipan di desa.  Situasi seperti ini tentunya akan berdampak pada aktivitas komunikasi yang cenderung kurang optimal antara fasilitator dengan partisipan di lokasi kegiatan.  
3.2.  Kredibilitas Fasilitator : Perspektif Pelaku PNPM MPd 
Setelah mendapatkan informasi tentang makna kredibilitas fasilitator yang didapatkan di lapangan menurut perspektif anggota komunitas  penerima program, sebagai pembanding selanjutnya peneliti mewawancarai Konsultan Manajemen (KM) PNPM MPd Provinsi Jambi dan FasKab PNPM MPd Kabupaten Batanghari. Dari mereka terungkap bahwa selain syarat-syarat administrasi, program juga sangat mempertimbangkan kondisi sosial budaya atau adat setempat dalam proses rekruitmen dan penempatan fasilitator di lapangan, seperti pemahaman bahasa lokal, karakter masyarakat dan kebiasaan serta norma yang berlaku di desa lokasi kegiatan. 

Dalam kesempatan tersebut peneliti juga mempertanyakan pendapat KM Prov PNPM MPd Jambi terhadap aktivitas fasilitator dalam melaksanakan kerja-kerja di lapangan, bagaimana jika dibandingkan dengan fasilitator periode sebelumnya (masih dengan nama PPK).  Secara umum beliau menjelaskan bahwa aktivitas fasilitator berjalan baik, terutama di Kabupaten Batang Hari, karena program mendapatkan dukungan yang cukup baik dari Pemerintah Kabupaten. Evaluasi PEMDA setempat juga menyebutkan bahwa PNPM MPd di daerah tersebut dianggap berhasil dan mampu meningkatkan kualitas serta efisiensi pembangunan terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Oleh karenanya saat ini Kabupaten Batang Hari telah mengadopsi dan mengintegrasikan program regular lainnya bersamaan dengan PNPM MPd. 

Walaupun demikian juga diakui oleh KM Prov PNPM MPd Jambi bahwa kredibilitas fasilitator saat ini, menurun kualitasnya di bandingkan dengan program sebelumnya (PPK). Hal ini disebabkan oleh syarat rekruitment yang lebih rendah jika dibandingkan dengan program PPK  sebelumnya.    

Persyaratan rekruitmen fasilitator pada tahun 2009 antara lain : bagi  fasilitator pemberdayaan adalah Sarjana (S.1) untuk semua jurusan dengan pengalaman minimal tiga tahun (akan tetapi dalam prakteknya fresh graduate juga diterima karena program membutuhkan fasilitator dalam jumlah besar seiring  perluasan cakupan lokasi kegiatan), dapat bekerja dalam pressure tinggi  serta menguasai software minimal Microsoft  Office, Foto copy KTP dan NPWP, Foto copy ijazah dan transkip nilai, foto copy referensi dan foto diri ukuran 4x6. Sedangkan syarat untuk melamar menjadi fasilitator teknik (FT) adalah Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman maupun fresh graduate atau Diploma 3 Teknik Sipil dengan pengalaman lima tahun.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan KMProv PNPM MPd Jambi dan FasKab Batang Hari tentang syarat rekruitment fasilitator, menghasilkan catatan penting sebagai berikut: 

1. Syarat rekruitment calon fasilitator pada saat PPK (Tahun 2003-2007) mensyaratkan pendidikan sarjana yang berpengalaman di bidang pemberdayaan minimal tiga tahun sementara pada program PNPM MPd (sekarang)  diturunkan menjadi 0 tahun karena cakupan lokasi yang bertambah luas (dulu hanya tiga Kabupaten dengan 12 kecamatan sekarang sembilan kabupaten disemua kecamatan) sementara sumber daya terbatas. 

2. Pada saat PPK  ada pelatihan pra tugas bagi calon fasilitator sebelum diturunkan ke lapangan selama 21 hari. Pada PNPM MPd pelatihan hanya diberikan selama lima hari saja sehingga praktis pelatihan hanya diberikan materi teknis saja. Aspek perubahan sikap (kognitif, afeksi dan psikomotorik) sebagai tujuan pelatihan juga nyaris tidak tercapai. Sehingga keterampilan sosial peserta (calon fasilitator) untuk dapat bekerja efektif di lapangan menjadi kurang memadai. 

Dua point tersebut sebenarnya menjadi dilematis bagi KM Prov, di sisi lain kita di tuntut untuk memaksimalkan kerja di lapangan tetapi tidak didukung oleh proses yang memadai. Hal ini menurutnya karena PTO yang mengatur demikian dan lokasi yang begitu luas sehingga kita sulit juga untuk mensiasatinya. Beliau juga menambahkan bahwa secara nasional pada Tahun 2003-2006 lokasi PNPM MPd hanya 1400 kecamatan tetapi sekarang (2009) sudah menjadi 5000 kecamatan, jadi memang dapat dibayangkan bahwa sepertinya program ini lebih berorientasi kepada kuantitas saja dan mengabaikan kualitas.

Hal serupa juga diungkapkan oleh FasKab Batang Hari. Menurutnya rekruitmen fasilitator tanpa mempertimbangkan pengalaman dan juga pelatihan pra tugas yang kurang memadai menjadikan fasilitator kurang terampil bekerja di lapangan. Catatan lain tentang kredibilitas ini juga terungkap dari PJOKab Batang Hari. Menurutnya dahulu rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas PPK kepada semua pelaku terutama fasilitator. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh aparat dari Dirjen PMD Depdagri dan Bank dunia sebagai penyandang dana untuk mengontrol agar kegiatan berjalan semestinya. Bahkan ketika ditemukan fakta di lapangan ada pelaku termasuk fasilitator yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, maka akan diberikan sanksi seketika itu, sehingga hampir semua pelaku di semua tingkatan akan serius menjalankan amanah program. Sejak menjadi PNPM MPd hal ini tidak pernah lagi dilakukan. Menurutnya perluasan cakupan lokasi yang begitu besar sehingga kontrol dari program menjadi kurang efektif.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
1. Dari uraian di atas peneliti dapat merangkum makna kredibilitas fasilitator perspektif masyarakat penerima program (partisipan), yaitu : (1) Kompetensi; (2) Berkarakter; (3) Karismatik; dan (4) Adaftif. 
2. Dari perspektif pelaku PNPM MPd dapat disimpulkan bahwa kredibilitas fasilitator menjadi menurun jika dibandingkan pada program PPK. Hal ini disebabkan oleh (1) semakin longgarnya syarat rekruitment calon fasilitator PNPM MPd jika dibandingkan dengan PPK. PPK mensyaratkan fasilitator berpendidikan sarjana yang berpengalaman di bidang pemberdayaan minimal tiga tahun sementara pada program PNPM MPd diturunkan menjadi 0 tahun; dan (2) PPK memberikan pelatihan pra tugas yang relatif cukup bagi calon fasilitator dibandingkan pada PNPM MPd  sehingga praktis pelatihan hanya mampu memberikan materi teknis. Aspek perubahan sikap (kognisi, afeksi dan psikomotorik) sebagai bekal untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan tujuan pelatihan nyaris tidak tercapai. Kredibilitas yang cenderung menurun ini dikhawatirkan akan berdampak pada tidak efektifnya peran fasilitator dalam menjalankan dan mengawal program bervisi pemberdayaan 
4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, saran yang diajukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 

1. Para fasilitator perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep pemberdayaan (empowerment) dalam implementasi PNPM MPd. Untuk itu, kedepan, dalam erekrutan fasilitator harus dilakukan dengan lebih cermat, berkualitas dan perlunya pembekalan atau pelatihan kepada mereka sebelum ditempatkan di lokasi kegiatan.
2. Perlunya pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, dimana sosialisasi bukan semata penyebaran informasi proyek fisik, tetapi lebih dari itu, yaitu upaya membangun dialog dengan partisipan menuju penyadaran  tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkannya secara mandiri. Untuk itu diperlukan pelaku program (fasilitator) yang mempunyai kualitas memadai dan memiliki kredibilitas yang mumpuni.
3. Perlunya monitoring dan evaluasi secara rutin kepada pelaku PNPM MPd di semua tingkatan, terutama fasilitator untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan (empowerment) betul-betul dijalankan. Monitoring dan evaluasi juga menjadi alat kontrol agar semua pelaku di semua tingkatan  serius menjalankan amanah program. 
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